BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARIMUN,

Menimbang

»

bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan
administrasi pemerintahan dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Karimun, maka perlu dilakukan pembenahan
dan penyeragaman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karimun;

b. bahwa Peraturan Bupati Karimun Nomor 4 Tahun 2011
Tentang Pedoman Umum  Tata  Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun perlu
dilakukan penyesuaian dengan ketentuan perundang-
undangan;

c. . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurufa dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Karimun Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman
Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karimun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5035);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang
Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4790);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187);
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerabh;

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nnmor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah  (Lembaran Daerah  Kabupaten
Karimun Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

Pasal |

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman
Umum Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
(Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 05), diubah sebagai
berikut :

1 Ketentuan Pasal 1diubah sehingga herbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

DU R WN

Daerah adalah Kabupaten Karimun;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun;
Bupati adalah Bupati Karimun;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karimun;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun;
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD
dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah;

Unit pelaksana teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana
teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian
urusan dinas atau badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karimun;
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Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi
pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan,
distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan
dalam komunikasi kedinasan:

Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi
kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;

Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan
redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas;
Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau PD;
Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau
nama PD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas;

Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan
atau nama PD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul
naskah;

Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan;
Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari
pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya,;

Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan
kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama
yang memberi mandat;

Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan
tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani
naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya;
Peraturan daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan
produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala
daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas
pembantuan;

Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan
produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati;
Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan
DPRD;

Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan
produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final;
Keputusan DPRD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan
produk hukum yang berbentuk penetapan untuk menetapkan hasil
rapat paripuma DPRD;

Keputusan Pimpinan DPRD adalah naskah dinas dalam bentuk dan
susunan produk hukum yang berbentuk penetapan untuk
menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD;

Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah naskah dinas dalam
bentuk dan susunan produk hukum yang berbentuk penetapan dalam
rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD;

Keputusan kepala OPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan
susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit
dan final;

Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari
Bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas
nemerintahan;

Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan,
penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang
dianggap penting dan mendesak;

Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan,
pertanvaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainva,;

Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pemyataan tertulis
dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau
menjelaskan kebenaran sesuatu hal;
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Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan
kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan
pekerjaaan tertentu;

Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap
suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
Surat peijanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan
bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan
tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama;

Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan
kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan tugas dan fungsinya,;

Surat perintah peijalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat
yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk
melaksanakan perjalanan dinas;

Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada
bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk
melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan;

Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang
berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat
tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan;

Surat keterangan melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari
pejabat yang berwenang berisi pemyataan bahwa seorang pegawai
telah menjalankan tugas;

Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang
berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap;

Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi
komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada
bawahan dan dari bawahan kepada atasan;

Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk
menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan;

. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang

berisi petunjuk tertulis kepada bawahan;

Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan
antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran
secara sistematis;

Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi
pemberitahuan yang bersifat umum;

Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi
informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas
kedinasan;

Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi
keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan
bahan pertimbangan kedinasan;

Surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang
yang berfungsi sebagai tanda terima;

Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal
tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik;

Lembaran daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan
peraturan daerah;

Berita daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan
kepala daerah;

Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu
hal yang ditanda tangani oleh para pihak;

Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang
atau rapat;

Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi
catatan tertentu;

Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi
keterangan atas kehadiran seseorang;
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Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi
penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang
telah diwujudkan;

Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan disingkat STTPP adalah
naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus
pendidikan dan pelatihan tertentu;

Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti
seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu;

Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas;
Pencabutan adalah suatu pemyataan tidak berlakunya suatu naskah
dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut;

Pembatalan adalah pemyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap
tidak pemah dikeluarkan.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut :

—SKQ +~® o0 o

[ S—

pengelolaan surat masuk;

pengelolaan surat keluar;

tingkat keamanan;

kecepatan proses;

penggunaan kertas surat;

pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran;
warna dan kualitas kertas;

penomoran naskah dinas;

kata penyambung perpindahan halaman; dan

pengamanan naskah dinas.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b,
dilakukan melalui tahapan :

a.

konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai
tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit
tata usaha dalam rangka pengendalian;

surat keluar yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-
masing perangkat daerah;

surat keluar sebagaimana dimaksud huruf b wajib segera dikirim;
naskah dinas keluar dipusatkan dan diregistrasi di Sekretariat/Tata
Usaha;

sebelum  diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan terhadap
kelengkapan naskah dinas, meliputi:

1. nomor naskah dinas;

2. cap dinas;

3. tandatangan;

4. alamatyang dituju; dan

5. lampiran (jika ada).

penggandaan naskah dinas keluar yang kategori Kklasifikasi
keamanannya sangat rahasia, rahasia, dan terbatas harus diawasi
secara ketat;
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g. untuk mempercepat proses tindak lanjut naskah dinas dapat
dikirimkan secara khusus dengan menambahkan tanda u.p’ (untuk
perhatian) diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama
jabatan yang dituju;

h. pertinggal naskah dinas keluar yang disimpan merupakan naskah
dinas asli yang diparaf oleh pejabat sesuai dengan jenjang
kewenangannya;

i. penyimpanan pertinggal naskah dinas keluar diberkaskan menjadi satu
kesatuan dengan naskah dinas masuk yang memiliki informasi atau
subyek yang sama;

j. naskah dinas keluar yang akan dikirimkan oleh wunit pengolah
dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan alamat lengkap
dan nomor naskah dinas sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan:
Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T), dan Biasa (B); dan

k. khusus untuk naskah dinas dengan kategori klasifikasi keamanan
Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), dan Terbatas (T) dimasukkan ke
dalam amplop kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang dituju
dan pembubuhan cap dinas.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 12

(1) Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud
dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut:
a. penggunaan jenis huruf pica;
b. arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
c. spasi latau 1,5 sesuai kebutuhan.

(2) Batas antara tepi kertas dan naskah dinas, yaitu :

a. ruang tepi atas, apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi
dibawah kop, dan apabila tanpa kop sekurang-kurangnya 2 cm dari
tepi atas kertas;

b. ruang tepi bawah, sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah
kertas;

c. ruang tepi Kkiri: sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas; dan

d. ruang tepi kanan: sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.

(3) Nomor halaman naskah dinas yang bersifat pengaturan ditulis dengan
menggunakan nomor urut angka Arab dan dicantumkan secara
simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung ()
sebelum dan setelah nomor, kecuali halaman pertama naskah dinas
yang menggunakan kop naskah dinas tidak perlu mencantumkan
nomor halaman.

(4) Tembusan surat dicantumkan disebelah kiri bawabh.
(5) Jika naskah dinas memiliki lampiran, sebelah kanan atas lampiran

ditulis Lampiran naskah dinas, nomor naskah dinas dan tanggal
naskah dinas.
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Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 13A,
Pasal 13B, Pasal 13C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

Penomoran naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h,

sebagai berikut :

a. nomor naskah dinas yang bersifat pengaturan dan penetapan terdiri
dari tulisan Nomor, nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun
takwim), tulisan Tahun dengan huruf kapital, dan tahun terbit;

b. nomor naskah dinas berupa Surat Perintah/Surat Tugas terdiri dari
kode klasifikasi, nomor urut surat perintah/surat tugas dan tahun
terbit;

c. nomor surat dinas terdiri dari kategori klasifikasi keamanan surat
dinas, kode klasifikasi arsip, nomor naskah (nomor urut dalam satu
tahun takwim), Kode OPD dan tahun terbit; dan

d. Nomor Nota Dinas terdiri dari kode klasifikasi, nomor naskah dinas
(nomor urut dalam satu tahun takwim), kode OPD dan tahun terbit.

Pasal 13B

Kata penyambung perpindahan halaman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf i, sebagai berikut :

a. kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa
teks masih berlanjut pada halaman berikutnva (jika naskah lebih dari
satu halaman, khusus untuk naskah dinas yang bersifat pengaturan);

b. kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada baris terakhir
teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata penyambung
dan tiga buah titik. Kata penyambung itu diambil persis sama dari kata
pertama halaman berikutnya;

c. Jika kata pertama dari halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi
garis bawah atau dicetak miring, kata penyambung juga harus
dituliskan sama; dan

d. kata penyambung tidak digunakan untuk pergantian bab.

Pasal 13C

Pengamanan naskah dinas sebagaimana dimaksud pasal 6 hurufj, sebagai
berikut :
a. Kategori klasifikasi keamanan untuk naskah dinas, terdiri dari:

1. sangat rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan
informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan negara;

2. rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya
nasional, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro.
Apabila informasi yang terdapat dalam naskah dinas bersifat sensitif
baik bagi lembaga maupun perorangan akan menimbulkan kerugian
yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya
kepercayaan, serta merusakkemitraan dan reputasi;

3. terbatas adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, seperti
kerugian finansial yang signifikan; dan

4. biasa/Terbuka adalah naskah dinas yang apabila fisik dan
informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun
terhadap keamanan negara.
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Hak akses naskah dinas, terdiri dari :

1.

naskah dinas berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas
hak akses diberikan kepada pimpinan tertinggi lembaga dan yang
setingkat dibawahnya apabila sudah diberikan izin, pengawas
internal/eksternal dan penegak hukum; dan

naskah dinas berklasifikasi biasa/terbuka, hak akses diberikan
kepada semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan.

Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi Keamanan
dan Akses
1. Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses

Perlakuan naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan

akses, diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah

kiri atas naskah dinas serta penggunaan amplop rangkap dua

untuk naskah dinas yang sangat rahasia dan rahasia. Untuk kode

derajat klasifikasi:

a) naskah dinas Sangat Rahasia diberikan kode ‘SR’ dengan
menggunakan tinta warna merah di amplop dalam;

b) naskah dinas Rahasia diberikan kode ‘R’ dengan menggunakan
tinta warna merah di amplop dalam;

c) naskah dinas Terbatas diberikan kode T’dengan menggunakan
tinta hitam; dan

d) naskah dinas Biasa/Terbuka diberikan kode B’ dengan
menggunakan tinta hitam.

Pemberian Nomor Seri Pengaman dan Security Printing

Security printing adalah percetakan yang berhubungan dengan

pengamanan tingkat tinggi pada naskah, dengan tujuan untuk

mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan terhadap

keautentikan dan keterpercayaan naskah dinas. Security printing

menggunakan metode-metode teknis sebagai berikut:

a) Kertas khusus.
Kertas yang dipakai sebagai pengamanan memiliki nomor seri
pengaman yang letaknya diatur secara tersendiri dan hanya
diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Penggunaan kertas ini
harus berurutan sesuai dengan nomor serinya sehingga
memudahkan pelacakan.

b) Watermarks.
Watermarks adalah gambar dikenali atau pola pada kertas yang
muncul lebih terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang
harus dilihat dengan cahaya dari belakang kertas, karena variasi
kerapatan kertas.

c) Rosettes.
Rosettes adalah suatu teknik security printing yang berbentuk
garis-garis melengkung tidak terputus dan menempati suatu
area tertentu. Biasanya menyerupai bunga.

d) Guilloche.
Guilloche adalah suatu teknik security printing yang terdiri dari
garis-garis melengkung tidak terputus yang menempati suatu
area terbatas yang terbuat sedemikian rupa sehingga
membentuk suatu omamen border yang indah.

e) Filter image.
Filter image adalah suatu teknik security printing yang hanya
dapat terlihat bila filter viewer ini dipasang pada permukaan
cetak, dan tanpa alat pembaca ini, text tidak dapat terbaca.

f) Anticopy.
Anticopy adalah suatu teknik security printing dengan garis atau
raster pada area tertentu dan tersembunyi hanya akan nampak
apabila dokumen ini difotocopi.
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g Microtext.
Microtext adalah suatu teknik security printing yang memakai
elemen pengaman yang tersembunyi terdiri dari teks dengan
ukuran sangat kecil sehingga secara kasat mata akan tampak
seperti suatu garis. Perlu bantuan lensa pembesar untuk
melihat teks ini.

h) Line width modulation.
Line width modulation adalah suatu teknik security printing yang
terbentuk dari susunan garis yang mengalami penebalan pada
garis-garis desain lurus maupun lengkungan pada area tertentu.

i) Relief motif.
Relief motifadalah suatu teknik security printing yang dibentuk
dengan pembengkokan pada areal tertentu sehingga akan
menimbulkan image seolah-olah desain relief (motif) terkesan
timbul.

) Invisible ink.
Invisible ink adalah suatu teknik security printing yang berupa
aplikasi teks, gambar maupun logo yang dicetak dengan tinta
sekuriti khusus untuk pengamanan. Tinta tersebut hanya akan
tampak apabila diamati dibawah sinar ultra violet.

3. Pembuatan dan Pengawasan Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia
Pembuatan dan pengawasan nomor seri pengaman serta pencetakan
pengamanan naskah dinas dilakukan oleh Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian.

Pembuatan nomor seri pengaman dikoordinasikan dengan Unit
Kearsipan.

Ketentuan ayat 3 angka 2 huruf b dan c disebutkan dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1)

2

)

Pasal 14

Naskah dinas produk hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Karimun terdiri atas :

a. peraturan; dan

b. penetapan.

Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di Lingkungan
Pemerintah Daerah yang berbentuk peraturan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu :

a. Peraturan Daerabh;

b. Peraturan Bupati; dan

c. Peraturan DPRD.

Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di Lingkungan
Pemerintah Daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b adalah :

a. Keputusan Bupati;

b. Keputusan DPRD;

c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan

d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
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Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis
huruf Bookman OlId Style dengan ukuran 12 dan menggunakan ukuran
kertas F4 berwarna putih.

Perda Kabupaten, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati, Peraturan
DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan
Badan Kehormatan DPRD menggunakan Kop Lambang Negara pada
halaman pertama.

Penulisan nama Provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah
penulisan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf ¢ dihapus sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

@)

Pasal 23

Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan
produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

a. Peraturan Daerah;

b. Peraturan Bupati;

c. dihapus;

d. Keputusan Bupati.

Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
instruksi;
surat edaran;
surat biasa;
surat keterangan;
surat perintah;
surat izin;
surat perjanjian;
surat perintah tugas;
surat kuasa;
surat undangan;
surat keterangan melaksanakan tugas;
surat panggilan;
. nota dinas;
lembar disposisi;
pengumuman;
laporan;
rekomendasi;
telegram;
berita acara;
memo;
piagam;
sertifikat; dan
STTPP.

—SQ "D o0 T

N o

s<crv-QTOS53 X"



212
8. Ketentuan BAB X Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X
PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN DAN RALAT NASKAH DINAS

Pasal 65

(1) Naskah dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah, dicabut, atau
dibatalkan, harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan naskah
dinas yang setingkat atau lebih tinggi.

(2) Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan
pembatalan adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas
tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.

(3) Ralat yang bersifat kekeliruan salah ketik dilaksanakan oleh pejabat
yang menandatangani naskah dinas.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 13  Agustus 2020

f BUPATI KARIMU

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 13  Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 47



